BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan

1. Upaya-upaya dalam menerapkan pendekatan restorative justice terhadap
peristiwa ujaran kebencian atau hate speech di media sosial antara lain
mempertemukan korban, pelaku, dan pemangku kepentingan lainnya
dalam suatu forum informal yang demokratis untuk menemukan solusi
yang positif, bila dilakukan dengan benar, upaya ini diyakini akan
mengubah perilaku pelaku, pencegahan, menyadarkan para pihak akan
pentingnya norma yang telah dilanggar, dan memungkinkan pemulihan
kepada korban lewat restitusi.

2. Kendala-kendala dalam menerapkan pendekatan restorative justice
terhadap peristiwa ujaran kebencian atau hate speech di media sosial
antara lain sistem penegakan hukum yang kurang terintegrasi dan terpadu,
potensi ketidakseimbangan kedudukan antara pelaku dengan korban dalam
mediasi, pengakuan bersalah dari pelaku kejahatan sebagai prasyarat
restorative justice yang akan sulit didapatkan, pelibatan masyarakat yang
tidak ingin berurusan dengan hukum padahal pelibatan masyarakat
merupakan aspek yang sangat penting dan menentukan keberhasilan
restorative justice.

B. Saran
1. Pengaturan restorative justice dalam peraturan perundang-undangan wajib

dilakukan dalam negara dengan sistem civil law seperti Indonesia, hal
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tersebut harus dilakukan agar penerapan restorative justice dalam
menghadapi peristiwa pidana yang salah satunya adalah ujaran kebencian
atau hate speech mempunyai landasan yang kuat.

Namun sebelum peraturan tersebut diterbitkan harus dilakukan
pemahaman mengenai integritas dan terpadunya penegakan hukum oleh
para penegak hukum sehingga penerapan restorative justice dalam
menghadapi peristiwa hukum yang salah satunya adalah ujaran kebencian

atau hate speech dapat dilaksanakan dengan baik dan benar.
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